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Penelitian ini akan mengkaji pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia,
dimanadi Indoensia pidana mati masih diberlakuakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Undang - Undang lain serta RUU KUHP yang memuat pidana mati. Pada sisi lain Indoensia pun telah
merativikasi peraturan internasional yang menerapkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan telah
memberlakuakan UU No 39 tahun 1999 juga termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan 283 Amandemen
UUD 45 dan Pancasila sebaga dasar Negara Indonesia, Hal ini pun terjadi perbagai pendapat balk yang pro
maupun yang kontra terhadap pemberlakuan pidana mati itu sendiri.

Dengan demikian Masalah yang akan dibahas adalah :

- Apakah double sanction yang dialami terpidana coati melanggar Hak Asasi Manusia dan - Apakah telah
terjadi pergeseran dari sistem hukum pidana di Indonesia mengenai pidana mati menurut RUU KUHPidana
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menekankan pada data primer yang
diperoleh melalui wawancara mendalam dan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan studi pustaka, akan digambarkan perkembangan Konsep HAM dalam perlindungan terhadap
terpidana mati dalam hukum positif nasional dan hukum positif internasional. Penelitian ini menggunakan
teori tentang Hak asasi Manusia, teori Tujuan Hukum ( teori Keadilan dan teori Utilistis atau teori
Kemanfaatan ) dan Teori Pembebasan. Teori Ham digunakan untuk melihat lebih mendalam dari siss HAM
terpidana sementara Teori tujuan Hukum digunakan peneliti untuk melihat tujuan dari pemedinaan terhadap
pidana mati sementarateori pemidanaan bertujuan " pembebasan”. Pembebasan yang dimaksud adalah
bukan dalam pengertian fisik. Tapi dalam keterbatasan ruang gerak terpidana, terpidana dibebaskan secara
mental dan spiritual. Dengan tujuan bukan saja untuk melepaskan cara dan gaya hidup yang lama, tetapi
juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk membebaskan kesal ahan terpidana dan
keluarga dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mengacu pada Pancasila.

Penelitian yang telah dilakukan ini memaparkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terpidana dalam
menjaani hukuman mati dimana terpidana dalam menunggu pelaksanaan eksekusi mati dipenjara maka
telah terjadi duakali hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Dengan adanya perubahan dalam
RUU KUHP yang memuat pidana mati dengan ancaman hukuman secara alternatif maka telah terjadi
pergeseran hukum sebagai wacana dalam pemberlakuan pidana mati di Indonesia

<hr>

The research means to find out the implementation of Death Penalty from Human Rights Perspective while
in Indonesia still uses Law Crimes and the designing of Law Crimes which concern with Death Penalty. On
the other hand Indonesia has ratified International laws which implemented the protection of Human Rights
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to the implementation of Laws Number 39 1999, in the Principles 28 until 28 J. Constitution 1945 and
Pancasila as the basic principles of Indonesian. Therefore, there is pro and contrafor the implementation of
death penalty. The problems of the research isto find out whether double sanction can be categorized as
human rights violations for the prisoner and to find out whether there is changing in law crimes system.

The research uses qualitative method which emphasizes primary data by in depth interview and secondary
data by library research. The theories that implemented in the research are human rights theories, the aims of
Law theories, and freedom theories. Human rights theories are used to see prisoners from human rights
perspectives in depth.

The Purpose Law theoriesis used to see the pena of death penalty while the penal theories meansto give
freedom, The freedom doesn't mean for only physically but also spiritually and mentally.

The research describes that there is human rights violation for the prisoners during death penalty process.
Dual sanctions become the problem for the prisoners. The improvement in the designing of Criminal Code
with aternative punishment seems bring the changing in the implementation of death penalty in Indonesia.



